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   Indonesia Nomor 6109); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang  

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

692); 

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten 

Aceh Jaya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-

Kab/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Aceh Jaya; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA 

KESATU : Menetapkan  Tim  Pembina  dan  Tim  Teknis  Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU bertugas: 

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi 

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses 
secara cepat dan mudah; 

b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum 

nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah 
satu wujud ketatapemerintahan yang baik, 

akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; 
c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang hukum; 

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber  daya  
 

 
manusia . . . 






	00151a854f338eaad2423a243b150f5cdeecd4b2d0da7d8cbf427dd9857f1524.pdf
	15628170ff61225e8819b529fc38661643783dbc23452697bd309d5d1fd17443.pdf
	00151a854f338eaad2423a243b150f5cdeecd4b2d0da7d8cbf427dd9857f1524.pdf

